BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 08! /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya bantuan keuangan kepada
Partai Politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tabalong, perlu dilakukan verifikasi
terhadap kelengkapan administrasi pengajuan permohonan
bantuan keuangan oleh Partai Politik yang mendapat kursi di
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong;

b. bahwa berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara
penghitungan, penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik, untuk melakukan verifikasi
kelengkapan administrasi, perlu dibentuk Tim Verifikasi
Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan
Keuangan Partai Politik di Kabupaten Tabalong Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1939 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01},
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor
02);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2020 Nomor 07);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong
(Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 44);
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12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan
Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Di Kabupaten
Tabalong Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai
tugas sebagai berikut:

a. membuat rencana kegiatan Verifikasi Kelengkapan
Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai
politik Di Kabupaten Tabalong Tahun 2021;

b. menerima dan memproses berkas permohonan bantuan
keuangan,;

¢. melakukan penelitian, pemeriksaan dan Verfikasi kelengkapan
administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan
keuangan; dan

d. membuat berita acara hasil verifikasi bantuan keuangan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan
Kesatuan Bangsa dan Polittk Kabupaten Tabalong Kegiatan
Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana
tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal Il pbrvav; 30

2 BUPATI TARALONG,

ANANG SYAKHFIANI Y {

Tembusan Kepada Yth:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik di Jakarta.

kL

Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

o

Yang bersangkutan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 08| /2021
TANGGAL | Pehyvary 2o

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

JABATAN DALAM JABATAN DALAM KET
NO. DINAS TIM

Bupati Tabalong Ketua

2. | Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Wakil Ketua i
Daerah Kab. Tabalong |

3. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sekretaris
Tabalong

4. | Unsur Inspektorat Kab. Tabalong Anggota

5. | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Anggota
Kab. Tabalong

6. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Anggota
Tabalong

7. | Komist Pemilihan Umum Kab. Tabalong Anggota

8. | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Anggota
Tabalong

9. | Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Anggota
Kemasyarakatan Badan pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kab. Tabalong

10. | Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Anggota
Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.
Tabalong

11. | Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Anggota
Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kab. Tabalong

12. | Kepala Sub Bagian Politik Dalam Negeri pada Anggota
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong

13. | Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan Anggota
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.
Tabalong

14. | Kepala Sub Bagian Program, Anggaran dan Anggota
Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kab. Tabalong

15. | Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Anggota
Tabalong

BUPATI TABALONG,*

ANANG SYAKHFIANI | AA




